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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the application of Environmental, Social, and Governance (ESG) values in the management of 
religious tourism destinations in Kebumen. Using a descriptive qualitative, data were collected through participatory 
observation, in-depth interviews, and documentation studies at religious tourism sites. The results indicated that ESG 
implementation remains partial: the social aspect demonstrates significant community involvement but lacks inclusivity; 
the environmental aspect is often neglected, particularly in waste management and resource conservation; while religious 
values dominate the governance aspect, it lacks transparent and participatory managerial systems. These findings indicated 
a gap between the potential of local spirituality and systematic sustainability practices. The implications of this research 
included the need for policy design that integrates ESG into community-based strategic tourism planning. The originality of 
this research lies in its integration of religious values with ESG principles to develop adaptive and inclusive destination 
governance within the local context of Kebumen Regency. The integrated ESG model combined spiritual values and local 
wisdom in three dimensions of sustainability: religious ethics-based environmental conservation, community-based 
inclusive social empowerment, and participatory and transparent governance, achieved through collaboration between the 
government, religious leaders, and local communities in Kebumen. 

Keywords: environment, governance, religious tourism, social. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan 
destinasi wisata religi di Kebumen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui 
observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di lokasi-lokasi utama wisata religi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan ESG masih parsial: aspek sosial menunjukkan keterlibatan masyarakat cukup tinggi, 
namun belum inklusif; aspek lingkungan cenderung diabaikan, terutama dalam pengelolaan limbah dan konservasi sumber 
daya; sementara aspek governance didominasi oleh nilai religius tetapi belum diimbangi oleh sistem manajerial yang 
transparan dan partisipatif. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi spiritualitas lokal dan praktik 
keberlanjutan yang sistematis. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa usulan model integratif ESG berbasis kearifan 
lokal dan Spiritual Ecosystem Services sebagai pendekatan alternatif dalam pengembangan destinasi religi. Implikasi riset 
ini mencakup perlunya desain kebijakan yang mengintegrasikan ESG dalam perencanaan strategis pariwisata berbasis 
komunitas. Originalitas penelitian ini terletak pada penyatuan nilai religius dengan prinsip ESG untuk membangun tata 
kelola destinasi yang adaptif dan inklusif. Model ESG integratif yang ditemukan menggabungkan nilai spiritual dan 
kearifan lokal dalam tiga dimensi keberlanjutan yaitu konservasi lingkungan berbasis etika religius, pemberdayaan sosial 
inklusif berbasis komunitas, tata kelola partisipatif dan transparan melalui kolaborasi pemerintah, tokoh agama, 
masyarakat lokal di Kebumen. 

Kata kunci: lingkungan, pariwisata religi, sosial, tata kelola. 

 

 

 

 



Jurnal Semarak Kabumian      e-ISSN-3030-9654 

Vol.3 No.2, Desember 2025 Hal 1-20      p-ISSN-3026-4804 

2 

PENDAHULUAN 

Kebumen, sebuah kabupaten di pesisir 
selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi 
besar dalam pengembangan pariwisata religi 
yang berkelanjutan. Beberapa destinasi religi 
seperti Makam Wali Syekh Maulana Malik 
Ibrahim, Masjid Agung Kauman, dan berbagai 
pesantren tua yang sarat nilai spiritual menjadi 
magnet bagi wisatawan domestik dan regional. 
Akan tetapi, keberlanjutan destinasi-destinasi 
tersebut menghadapi tantangan kompleks 
akibat tekanan lingkungan, dinamika sosial, dan 
lemahnya tata kelola (Pemerintah Daerah 
Kebupaten Kebumen, 2025). Saat ini, para 
pemangku kepentingan global, mulai dari 
investor hingga wisatawan, semakin menjadikan 
metrik keberlanjutan sebagai syarat mutlak. 
Krisis iklim telah meningkatkan risiko fisik 
terhadap situs-situs bersejarah, sementara 
ketimpangan sosial dan skandal tata kelola dapat 
merusak reputasi dan memicu boikot 

wisatawan, menjadikan keterlambatan adopsi 
kerangka kerja keberlanjutan bukan lagi opsi, 
melainkan ancaman finansial dan eksistensial 
bagi pariwisata Kebumen. Dalam hal inilah, 
pendekatan Environmental, Social, and 
Governance (ESG) menjadi relevan sebagai 
kerangka evaluasi dan pengembangan yang 
lebih komprehensif dalam manajemen destinasi 
pariwisata religi (Rocca & Zielinski, 2022; Yuan 
et al., 2023; Legendre et al., 2024). Pendekatan 
ini dipilih karena ESG menawarkan kerangka 
kerja yang terukur, terintegrasi, dan holistik, 
berbeda dengan inisiatif Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang cenderung bersifat 
filantropis dan terpisah, atau tujuan Sustainable 
Development Goals (SDGs) yang luas. ESG secara 
spesifik menerjemahkan prinsip keberlanjutan 
menjadi metrik risiko dan peluang investasi 
yang secara langsung dinilai oleh pasar, 
menjadikannya kunci untuk transisi menuju 
pariwisata yang benar-benar resilien dan 
kompetitif. 

 

Tabel  1. 
Data Kunjungan Wisata Religi dan Indikator ESG di Kabupaten Kebumen  

Tahun Jumlah 
Wisatawan Religi 

Ketersediaan Fasilitas 
Ramah Lingkungan (%) 

Partisipasi Masyarakat 
dalam Pengelolaan (%) 

Skor Tata Kelola 
(Governance)* 

2019 27.600 40% 30% 2,7 dari 5 
2020 12.400 42% 25% 2,5 dari 5 
2021 18.900 45% 29% 2,6 dari 5 
2022 30.500 46% 32% 2,8 dari 5 
2023 36.800 48% 33% 2,9 dari 5 

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2024) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa data 
kunjungan wisatawan religi di Kabupaten 
Kebumen menunjukkan pemulihan yang kuat 
pasca-pandemi, melonjak dari titik terendah 
12.400 kunjungan di tahun 2020 menjadi 36.800 
kunjungan di tahun 2023 (Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kebumen, 2024). Namun, 
pertumbuhan kunjungan ini harus dicermati 
seiring dengan tren tiga pilar keberlanjutan yang 
diukur melalui kerangka Environmental, Social, 
and Governance (ESG). 

Dari aspek Lingkungan (E), yang diukur 
dari persentase Ketersediaan Fasilitas Ramah 
Lingkungan, meliputi ketersediaan sarana 
pengelolaan limbah, konservasi energi/air, dan 
infrastruktur hijau lainnya terjadi peningkatan 
perlahan dari 40% (2019) menjadi 48% (2023). 
Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari 
separuh destinasi (52%) masih kekurangan 
fasilitas esensial untuk meminimalisir dampak 

lingkungan, yang menjadi tantangan besar 
dalam mencapai kelestarian. 

Pada pilar Sosial (S), yang diukur dari 
persentase Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengelolaan mencakup keterlibatan aktif 
komunitas lokal dalam perencanaan dan 
manfaat ekonomi destinasi menunjukkan 
peningkatan dari 30% (2019) menjadi 33% 
(2023) (setelah sempat anjlok di 2020). Capaian 
33% ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif 
dan kepemilikan masyarakat lokal masih 
tergolong rendah, berpotensi menghambat 
keberlanjutan sosial destinasi yang erat 
kaitannya dengan nilai-nilai spiritual. 

Pilar Tata Kelola (G), yang diukur melalui 
Skor Tata Kelola (1-5) mencakup transparansi, 
akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan 
menjadi perhatian terbesar. Dengan skor 
tertinggi hanya 2,9 dari 5 di tahun 2023, 
menunjukkan bahwa kualitas tata kelola secara 
konsisten berada dalam kategori Kurang/Cukup 
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Rendah (2,0–2,9). Kesenjangan tata kelola ini 
mengindikasikan bahwa fondasi manajemen, 
koordinasi antar-pihak, dan kerangka kebijakan 
yang kuat untuk mendukung keberlanjutan 
lingkungan dan sosial masih lemah, yang pada 
akhirnya berisiko menghambat percepatan 
perbaikan di pilar E dan S, serta mengancam 
daya tahan pariwisata religi Kebumen dalam 
jangka panjang. 

Skor Tata Kelola (Governance) diambil 
dari indeks internal Dinas Pariwisata yang 
mengukur transparansi, koordinasi antar 
pemangku kepentingan, dan sistem pengawasan 
berbasis indikator Good Governance. 

Berikut adalah grafik yang menunjukkan 
tren jumlah wisatawan religi dan indikator ESG 
(fasilitas ramah lingkungan, partisipasi 
masyarakat, dan skor tata kelola) di Kabupaten 
Kebumen dari tahun 2019 hingga 2023. Grafik 
ini menggambarkan dinamika perkembangan 
destinasi wisata religi dan menunjukkan 
pentingnya pendekatan keberlanjutan berbasis 
ESG.  

 
Gambar 1. 

Tren ESG dan Jumlah Wisatawan di Kebumen 
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2024) 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa 
lonjakan wisatawan belum dibarengi dengan 
peningkatan signifikan dalam aspek lingkungan, 
sosial, dan tata kelola destinasi. Inilah yang 
menjadikan penting untuk mengkaji penerapan 
praktik ESG dalam kajian pariwisata religi di 
Kebumen, guna mengoptimalkan keberlanjutan 
jangka panjang dan meningkatkan daya saing 
destinasi. ESG merupakan kerangka kerja 
strategis yang telah digunakan luas dalam dunia 
bisnis dan investasi, dan kini mulai diadopsi 
dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan 
(Tong et al., 2022; Dempere & Modugu, 2022). 

Urgensi penelitian ini semakin 
mengemuka mengingat masih minimnya kajian 
yang mengintegrasikan pendekatan ESG ke 
dalam pengelolaan destinasi wisata religi, 

khususnya di daerah yang berbasis komunitas 
seperti Kebumen. Selama ini, penelitian 
pariwisata religi lebih banyak terfokus pada 
aspek spiritualitas, potensi budaya, atau 
promosi destinasi (Juliana et al., 2023). Padahal, 
tantangan nyata di lapangan melibatkan 
keberlanjutan lingkungan (misalnya 
pengelolaan sampah peziarah), ketimpangan 
sosial (minimnya pelibatan warga lokal), dan 
lemahnya Governance (tidak adanya standar 
atau indikator keberlanjutan) (Rhama, 2022). 

Problem riset yang muncul adalah 
absennya integrasi praktik ESG secara sistematis 
dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi 
wisata religi di Kebumen. Gap riset yang 
teridentifikasi meliputi ketiadaan instrumen 
evaluasi ESG yang kontekstual terhadap nilai-
nilai lokal, lemahnya keterlibatan aktor-aktor 
lokal dalam proses Governance, serta tidak 
optimalnya kolaborasi antara pemerintah 
daerah, pengelola wisata, dan komunitas 
keagamaan dalam menjamin keberlanjutan 
destinasi. Oleh karena itu, perlu adanya model 
pendekatan ESG yang tidak hanya adaptif 
terhadap literatur lokal, tetapi juga responsif 
terhadap tantangan pembangunan pariwisata 
berbasis nilai spiritual. 

Kajian ini memanfaatkan teori Sustainable 
Tourism Development serta kerangka ESG dari 
World Economic Forum (2024) sebagai landasan 
teoritik. Teori ini menekankan bahwa pariwisata 
yang berkelanjutan harus mempertimbangkan 
keterkaitan antara konservasi lingkungan, 
pembangunan sosial, dan tata kelola yang efektif 
(Jung et al., 2024). Dalam kajian wisata religi, 
teori tersebut diperluas dengan pendekatan 
Spiritual Ecosystem Services (SES) yang melihat 
bahwa destinasi religi bukan hanya aset 
ekonomi, tetapi juga sumber nilai transendental 
dan kohesi sosial (Mihalic, 2024). 

Beberapa riset terdahulu yang relevan 
telah dilakukan, di antaranya oleh Adinugraha et 
al. (2023) yang mengkaji keberlanjutan wisata 
halal berbasis komunitas, serta penelitian dari 
Sholehuddin et al. (2021) yang menyoroti tata 
kelola berbasis nilai kearifan lokal di destinasi 
religi di Indonesia. Akan tetapi, kajian-kajian 
tersebut belum mengaitkan secara eksplisit 
penerapan prinsip ESG dalam kebijakan dan 
praktik di lapangan. Demikian pula, pendekatan 
ESG dalam wisata religi di kabupaten tingkat dua 
seperti Kebumen masih sangat minim, baik 
dalam literatur nasional maupun internasional. 
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Padahal, tantangan tata kelola dan keterbatasan 
sumber daya di tingkat lokal membutuhkan 
model yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis 
nilai. 

Pendekatan ESG penting dalam konteks 
pariwisata religi karena ia merupakan kerangka 
atau standar yang digunakan untuk menilai 
tanggung jawab dan keberlanjutan pengelolaan 
pariwisata religi di Kabupaten Kebumen. 
Pendekatan ESG bertujuan untuk menjamin 
keberlanjutan jangka panjang bisnis, 
mengurangi risiko non-keuangan (seperti 
reputasi dan hukum), menarik investor yang 
peduli pada dampak sosial dan lingkungan, dan 
memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, 
menerapkan pendekatan ESG dalam 
pengelolaan obyek wisata religi sangat penting 
agar kegiatan wisata tidak hanya berfokus pada 
keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga 
kelestarian alam, nilai-nilai sosial, budaya, dan 
spiritual di Kabupaten Kebumen. 

Riset ini menjadi penting karena dapat 
memberikan kontribusi pada pengembangan 
model pengelolaan destinasi wisata religi 
berbasis ESG yang kontekstual. Kajian ini 
diharapkan mampu memberi arah kebijakan 
bagi pemerintah daerah dalam 
mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan 
tata kelola ke dalam program pengembangan 
pariwisata. Di sisi lain, penelitian ini berpotensi 
menjadi rujukan ilmiah bagi pengelola wisata 
religi, organisasi masyarakat sipil, dan 
akademisi dalam merancang intervensi berbasis 
data dan teori yang kuat. Pada kajian global, 
penelitian ini juga relevan sebagai bagian dari 
pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs), khususnya tujuan ke-11 (kota dan 
komunitas berkelanjutan) dan ke-12 (konsumsi 
dan produksi yang bertanggung jawab) 
(Adinugraha, Nasarruddin, Shulthoni, et al., 
2023). 

Integrasi praktik ESG dalam pengelolaan 
destinasi wisata religi mampu menciptakan 
keseimbangan antara spiritualitas, 
keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan 
masyarakat (Khusairi et al., 2023). Oleh karena 
itu, kajian ini bukan sekadar mengevaluasi 
praktik yang ada, tetapi juga berupaya 
membangun kerangka kerja konseptual dan 
aplikatif yang mampu menjembatani nilai-nilai 
religius dengan prinsip keberlanjutan global. 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

menganalisis penerapan praktik ESG 
(Environmental, Social, and Governance) dalam 
keberlanjutan destinasi wisata religi di 
Kabupaten Kebumen, serta merumuskan 
strategi pengelolaan yang adaptif terhadap 
tantangan lokal dan sejalan dengan prinsip 
keberlanjutan global.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep ESG dalam Pembangunan 
Berkelanjutan 

Kajian tentang keberlanjutan dalam 
pariwisata telah berkembang secara signifikan 
dalam dua dekade terakhir. Dalam kerangka 
tersebut, pendekatan ESG (Environmental, 
Social, and Governance) menjadi salah satu 
dimensi penting yang semakin diperhatikan, 
terutama dalam praktik pembangunan 
berkelanjutan termasuk di sektor pariwisata. 
ESG merupakan suatu pendekatan evaluatif yang 
mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, 
kontribusi sosial, serta tata kelola yang baik 
sebagai satu kesatuan prinsip keberlanjutan (Lin 
et al., 2024; García et al., 2024). Prinsip ESG pada 
destinasi wisata religi mampu memberi arah 
baru dalam merancang tata kelola yang tidak 
hanya berorientasi pada nilai ekonomi dan 
spiritual, tetapi juga pada keberlangsungan 
ekosistem, inklusivitas sosial, serta 
kepemimpinan kolaboratif. 

Dimensi Environmental dalam Pengelolaan 
Destinasi Wisata Religi 

Dimensi Environmental dalam ESG 
mencakup perlindungan terhadap sumber daya 
alam, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta 
mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. 
Isu ini pada wisata religi menjadi krusial karena 
kegiatan peziarahan yang masif dapat 
menghasilkan volume sampah tinggi, tekanan 
terhadap kawasan konservasi, serta 
pencemaran air dan udara (Khan et al., 2021). 
Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang 
berbasis prinsip konservasi dan teknologi ramah 
lingkungan sangat diperlukan agar destinasi 
tidak mengalami degradasi ekologis. 

Dimensi Social dalam Partisipasi dan 
Pemberdayaan Masyarakat Lokal 

Dimensi Social merujuk pada relasi antara 
destinasi dengan masyarakat lokal, mencakup 
aspek inklusi sosial, keadilan ekonomi, 
pelestarian budaya, serta pemberdayaan 
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komunitas (Solazzo et al., 2022). Dalam 
pariwisata religi, masyarakat lokal sering 
menjadi pelaku utama yang menopang 
operasional destinasi, baik sebagai penjaga situs, 
penyedia jasa akomodasi, maupun pelaku 
ekonomi informal. Akan tetapi, tanpa sistem 
sosial yang adil dan partisipatif, mereka rentan 
mengalami marginalisasi akibat komersialisasi 
pariwisata yang eksploitatif (Mandić & Kennell, 
2021). Pendekatan ESG mendorong pentingnya 
menciptakan relasi yang adil antara pemangku 
kepentingan, serta memastikan masyarakat 
lokal memperoleh manfaat ekonomi dan sosial 
dari pengembangan wisata religi. 

Dimensi Governance dalam Tata Kelola 
Destinasi Pariwisata 

Dimensi Governance dalam ESG 
menekankan pentingnya tata kelola yang 
akuntabel, transparan, partisipatif, dan adaptif. 
Governance dalam pariwisata tidak hanya terkait 
regulasi, tetapi juga mencakup distribusi peran 
antaraktor, sistem koordinasi, serta mekanisme 
kontrol sosial dan institusional. Penelitian oleh 
Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa tata 
kelola destinasi pariwisata yang baik akan 
meningkatkan kapasitas adaptif komunitas 
dalam menghadapi tekanan eksternal seperti 
krisis ekonomi, bencana, atau konflik sosial. 
Governance pada wisata religi berbasis nilai-nilai 
spiritual dan kearifan lokal juga menjadi pilar 
penting untuk menjaga legitimasi destinasi di 
mata peziarah. 

Penggabungan ketiga dimensi ESG ini 
telah menjadi model evaluasi keberlanjutan 
yang diterapkan secara luas dalam sektor 
korporat dan mulai diadopsi dalam 
pengembangan pariwisata berkelanjutan. 
Hassan & Meyer (2022) menegaskan bahwa 
penerapan ESG dalam industri pariwisata dapat 
menjadi alat ukur baru untuk mengevaluasi 
keberlanjutan destinasi, serta mengurangi risiko 
sosial dan lingkungan yang berdampak terhadap 
reputasi dan daya saing. Meskipun begitu, 
penelitian yang secara spesifik membahas 
integrasi ESG dalam pariwisata religi masih 
sangat terbatas, khususnya di negara 
berkembang seperti Indonesia. 

Teori Pembangunan Pariwisata 
Berkelanjutan sebagai Kerangka Analisis 

Teori utama yang digunakan dalam kajian 
ini adalah teori Sustainable Tourism 

Development (Yoopetch et al., 2023). Teori ini 
menekankan bahwa pengembangan pariwisata 
harus mempertimbangkan kesinambungan 
antara kepuasan wisatawan, pelestarian 
lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan 
kemampuan daya dukung destinasi dalam 
jangka panjang. Teori ini mengintegrasikan tiga 
pilar utama yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial ke 
dalam model pembangunan pariwisata. Ketiga 
pilar tersebut pada ESG dapat dijabarkan lebih 
spesifik dalam bentuk indikator kuantitatif dan 
kualitatif yang terukur, sehingga memudahkan 
proses evaluasi dan implementasi. 

Pendekatan Spiritual Ecosystem Services 
pada Wisata Religi 

Kajian ini juga menggunakan pendekatan 
Spiritual Ecosystem Services (SES) untuk 
memahami dimensi keagamaan sebagai bagian 
dari lanskap sosial dan ekologis destinasi religi. 
Pendekatan ini menekankan bahwa destinasi 
religi tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga 
menyimpan nilai spiritual yang dapat 
memperkuat ikatan sosial dan kepekaan 
terhadap alam (W. Wang et al., 2023). Hal ini 
penting untuk mendasari praktik ESG yang tidak 
sekadar teknokratis, tetapi juga etis dan berbasis 
pada nilai transendental. 

Penelitian sebelumnya oleh Peristiwo 
(2023) tentang pariwisata religi di Indonesia 
menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat 
dalam tata kelola destinasi untuk menjaga 
kesinambungan aktivitas keagamaan dan 
ekonomi. Penelitian Ali et al. (2019) di kawasan 
religi di Bandar Lampung juga menemukan 
bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi 
sangat bergantung pada kolaborasi antara 
pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat lokal, 
terutama dalam menjaga otentisitas spiritual 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Kedua 
penelitian tersebut belum mengintegrasikan 
secara eksplisit pendekatan ESG dalam kerangka 
analisisnya, sehingga menyisakan ruang untuk 
inovasi konseptual dan metodologis dalam 
penelitian ini. Dalam penelitian lain, 
Pramezwary et al. (2024) mengusulkan 
kerangka keberlanjutan destinasi berbasis ESG 
yang menggabungkan indikator-indikator 
spesifik seperti efisiensi energi, inklusi gender, 
kebijakan antikorupsi, serta keberadaan sistem 
evaluasi dan pelaporan. Penelitian mereka 
memberikan kontribusi penting dalam 
memperluas dimensi keberlanjutan yang 
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sebelumnya terlalu menitikberatkan pada aspek 
ekologi dan ekonomi semata. Kerangka ini 
menjadi relevan untuk diadaptasi dalam kajian 
lokal seperti Kebumen, yang memiliki 
karakteristik sosial, budaya, dan spiritual yang 
khas. 

ESG dalam pariwisata juga dikaji oleh 
Ionescu et al. (2019) yang menyatakan bahwa 
destinasi wisata perlu mengadopsi model ESG 
secara holistik sebagai upaya untuk 
meningkatkan transparansi, mengelola risiko, 
dan membangun kepercayaan publik. Penelitian 
mereka menunjukkan bahwa destinasi yang 
menerapkan ESG secara konsisten cenderung 
memiliki reputasi lebih baik, serta lebih resilien 
terhadap perubahan pasar dan regulasi. Hasil 
penelitian tersebut memperkuat argumen 
bahwa ESG bukan hanya kerangka evaluatif, 
tetapi juga strategi pembangunan yang visioner. 

Integrasi ESG dalam sektor pariwisata di 
Indonesia masih dalam tahap awal dan belum 
merata di seluruh wilayah. Beberapa inisiatif 
pemerintah daerah menunjukkan arah yang 
positif, tetapi masih terbatas pada aspek 
lingkungan seperti penghijauan kawasan wisata 
dan pengelolaan sampah. Aspek sosial dan 
Governance sering kali terpinggirkan akibat 
kurangnya kapasitas sumber daya manusia, 
lemahnya koordinasi antarinstansi, serta 
rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini 
menunjukkan perlunya pendekatan terintegrasi 
yang mampu menjawab tantangan-tantangan 
tersebut melalui desain kebijakan dan program 
berbasis ESG yang kontekstual dan partisipatif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa praktik ESG dalam 
keberlanjutan destinasi wisata religi merupakan 
bidang kajian yang masih berkembang dan 
membutuhkan eksplorasi lebih lanjut, terutama 
dalam kajian lokal seperti Kabupaten Kebumen. 
Penggabungan teori keberlanjutan dan 
pendekatan Spiritual Ecosystem Services menjadi 
landasan teoritik yang kuat dalam membangun 
kerangka analisis yang holistik. Tinjauan 
literatur ini juga menunjukkan adanya 
kesenjangan riset dalam hal penerapan ESG 
secara praktis dan adaptif di destinasi-destinasi 
religi yang berbasis komunitas. Oleh karena itu, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi konseptual, empiris, dan praktis 
terhadap pengembangan destinasi pariwisata 
religi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan 
berdaya saing tinggi melalui pendekatan ESG. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami 
secara mendalam praktik integrasi nilai-nilai 
ESG (Environmental, Social, and Governance) 
dalam pengelolaan destinasi wisata religi di 
Kebumen. Penelitian ini dilakukan selama 
periode Januari hingga April 2025 di beberapa 
lokasi utama destinasi religi, seperti Makam 
Syekh Maulana Malik Ibrahim, Masjid Agung 
Kauman, dan sentra UMKM religius di 
Kecamatan Kebumen dan Mirit. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena mampu menangkap 
realitas sosial, makna simbolik, serta dinamika 
praktik ESG dalam kajian lokal dan spiritualitas 
yang kompleks. Sebagai bukti, data kuantitatif 
BPS hanya menunjukkan skor agregat ESG yang 
rendah (misalnya, skor Tata Kelola 2,9 dari 5 
pada tahun 2023), tetapi gagal menjelaskan 
mengapa skor tersebut rendah. Oleh karena itu, 
penelitian ini mutlak memerlukan pendekatan 
kualitatif interpretatif, seperti analisis kebijakan, 
studi kasus implementasi, dan wawancara 
mendalam dengan para pengelola, tokoh 
masyarakat, dan wisatawan. Pendekatan ini 
adalah satu-satunya cara untuk menggali causal 
mechanism (mekanisme kausal) yang 
tersembunyi, yaitu untuk mengungkap 
perspektif riil, hambatan komunikasi, dan 
konflik kepentingan yang menjadi akar 
lemahnya implementasi ESG di lapangan, suatu 
hal yang tidak mungkin didapatkan dari survei 
atau data statistik semata. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi partisipatif, wawancara mendalam, 
dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan 
terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan, 
interaksi sosial masyarakat lokal, dan proses 
pengambilan keputusan dalam tata kelola 
destinasi. Wawancara ini melibatkan 15 
informan kunci yang dipilih secara purposif 
berdasarkan peran aktif mereka dalam 
pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. 
Informan terdiri atas pengelola wisata, tokoh 
agama, pelaku UMKM religius, perangkat desa, 
dan perwakilan Dinas Pariwisata. Studi 
dokumentasi meliputi analisis terhadap 
peraturan daerah, dokumen rencana 
pengelolaan destinasi, serta laporan program 
CSR dan keberlanjutan dari pelaku usaha lokal. 

Jenis data yang digunakan mencakup data 
primer berupa hasil wawancara dan observasi 
lapangan, serta data sekunder seperti laporan 



Jurnal Semarak Kabumian      e-ISSN-3030-9654 

Vol.3 No.2, Desember 2025 Hal 1-20      p-ISSN-3026-4804 

 

pemerintah daerah, arsip media lokal, dan 
publikasi akademik terkait ESG dan pariwisata 
religi. Analisis data dilakukan dengan teknik 
analisis tematik menggunakan tahapan reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Peneliti mengidentifikasi pola-pola tematik yang 
berkaitan dengan integrasi ESG dalam aspek 
lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta 
membandingkan temuan lapangan dengan teori 
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. 
Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber 
dan teknik serta member checking kepada 
informan utama. Pendekatan ini bertujuan untuk 
menghasilkan pemahaman kontekstual dan 
holistik atas praktik ESG sebagai strategi 
keberlanjutan destinasi wisata religi di 
Kebumen.   

Penelitian ini menerapkan triangulasi 
sumber dan teknik (wawancara, observasi, dan 
dokumentasi), serta melakukan member 
checking kepada informan utama guna 
memastikan kesesuaian interpretasi hasil 
dengan pengalaman empiris mereka untuk 
menjaga keabsahan data. Pendekatan ini 
menghasilkan validitas yang kuat dan 
pemahaman holistik atas praktik integrasi nilai 
ESG dalam keberlanjutan destinasi wisata religi 
di Kebumen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi Aspek Lingkungan dalam 
Destinasi Wisata Religi di Kebumen  

Pengelolaan sampah di destinasi wisata 
religi di Kebumen belum dilakukan secara 
sistematis dan terpadu. Sebagian besar 
pengelolaan sampah masih bersifat tradisional 
dan bergantung pada inisiatif masyarakat atau 
pengurus tempat ibadah. Tempat-tempat seperti 
Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dan 
Masjid Agung Kauman menerima kunjungan 
tinggi, terutama pada momen keagamaan 
tertentu, tetapi tidak memiliki infrastruktur 
pengelolaan sampah yang memadai. Sampah 
sisa makanan, plastik, dan kertas banyak 
ditemukan di sekitar area peziarahan dan 
fasilitas umum. 

Ditinjau dari aspek konservasi air dan 
energi, sebagian besar destinasi belum 
menerapkan praktik efisiensi secara optimal. Air 
masih digunakan secara berlebihan, terutama 
untuk kebutuhan wudhu dan kebersihan, tanpa 
sistem resirkulasi atau konservasi. Sementara 

itu, penggunaan energi listrik di area masjid dan 
penginapan sekitar destinasi belum didukung 
oleh teknologi hemat energi atau penggunaan 
sumber energi terbarukan. Hanya beberapa 
pesantren yang mulai memanfaatkan panel 
surya dalam skala terbatas untuk penerangan 
malam hari. 

Perlindungan terhadap kawasan sakral 
dan alami juga belum menjadi bagian dari 
kebijakan pariwisata secara eksplisit. Beberapa 
lokasi wisata religi yang berada di dekat 
kawasan konservasi alam atau situs bersejarah 
tidak memiliki sistem zonasi atau pembatasan 
aktivitas pengunjung. Di Makam Wali di 
Kecamatan Karanggayam misalnya, area hutan 
kecil di sekitarnya mulai terganggu oleh 
pembangunan fasilitas parkir dan kios oleh 
pihak luar tanpa koordinasi dengan pemerintah 
desa. Hal ini memperlihatkan lemahnya 
pengawasan dan koordinasi antar lembaga 
dalam menjaga ekosistem lokal yang menjadi 
bagian integral dari nilai spiritual destinasi. 

Temuan-temuan di atas mengindikasikan 
bahwa meskipun destinasi wisata religi di 
Kebumen memiliki potensi besar dalam menarik 
wisatawan, penerapan aspek lingkungan dalam 
pengelolaan masih bersifat reaktif, tidak 
terstruktur, dan belum menjadi bagian dari 
sistem manajemen destinasi secara menyeluruh. 
Ini menunjukkan bahwa prinsip Environmental 
sustainability dalam ESG belum dijadikan 
indikator wajib dalam pengembangan 
pariwisata lokal. 

Kurangnya integrasi antara pengelolaan 
pariwisata dan kebijakan lingkungan dapat 
menimbulkan kerusakan ekologis yang 
mengancam keberlangsungan destinasi religi itu 
sendiri. Ketidakseimbangan antara peningkatan 
jumlah wisatawan dan kapasitas lingkungan 
akan memicu penurunan kualitas kawasan 
sakral, menurunkan kenyamanan pengunjung, 
serta mengurangi nilai spiritual destinasi yang 
seharusnya dijaga. 

Penggunaan berlebihan tanpa strategi 
efisiensi memperlihatkan belum adanya 
kesadaran ekologis di kalangan pengelola dan 
pengunjung apabila dilihat dari kajian 
konservasi air dan energi. Hal ini bertentangan 
dengan prinsip konservasi yang menekankan 
pentingnya menjaga keseimbangan 
pemanfaatan sumber daya alam agar tetap 
lestari. Sementara itu, pembangunan 
infrastruktur tanpa kajian lingkungan, seperti 
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pelebaran area parkir di zona vegetasi, 
berpotensi menimbulkan degradasi habitat 

alami dan konflik sosial dengan masyarakat adat 
atau pemangku kepentingan lokal. 

Tabel 2. 
Implementasi Aspek Lingkungan (Pilar E) ESG di Wisata Religi Kebumen 

Aspek 
Implementasi 

(Indikator 
Kunci ESG) 

Makam Syekh 
Maulana Malik 

Ibrahim 

Masjid Agung 
Kauman 

Lokasi Lain (E.g., Makam 
Karanggayam, Pesantren) 

Temuan Agregat 
(Tingkat 

Kabupaten) 

Pengelolaan 
Sampah 

Tidak memadai, 
pengelolaan 
tradisional. 
Sampah (plastik, 
sisa makanan) 
banyak 
ditemukan di 
area ziarah. 

Tidak Memadai. 
Tidak memiliki 
infrastruktur 
pengelolaan 
terpadu. 
Bergantung 
inisiatif 
pengurus. 

Tradisional/Inisiatif. 
Mayoritas bergantung pada 
inisiatif 
masyarakat/pengurus, 
tidak sistematis dan 
terpadu. 

Reaktif dan tidak 
terpadu. Tidak ada 
sistem pengelolaan 
sampah terstruktur 
dan terpilah di 
sebagian besar 
destinasi. 

Konservasi Air 
dan Energi 

Tidak Optimal. 
Penggunaan air 
berlebihan 
untuk wudhu 
tanpa 
resirkulasi. 
Energi listrik 
belum hemat 
energi. 

Tidak Optimal. 
Penggunaan air 
berlebihan tanpa 
konservasi. 
Minim 
penerapan 
teknologi hemat 
energi. 

Heterogen. Hanya beberapa 
pesantren yang mulai 
memanfaatkan panel surya 
skala terbatas. Sebagian 
besar belum efisien. 

Belum efisien. 
Mayoritas destinasi 
belum menerapkan 
praktik efisiensi air 
(resirkulasi wudhu) 
atau teknologi hemat 
energi secara 
optimal. 

Perlindungan 
Kawasan 

Sakral/Alami 

Lemah. 
Pengawasan 
minim di area 
sekitar. 

Rendah. Tidak 
ada sistem zonasi 
eksplisit di 
sekitar fasilitas 
umum. 

Terancam. Contoh di 
Karanggayam: 
Pembangunan parkir dan 
kios mengganggu kawasan 
hutan kecil di zona vegetasi 
tanpa koordinasi. 

Lemahnya regulasi 
dan zonasi. 
Perlindungan 
kawasan 
sakral/alami belum 
menjadi bagian 
kebijakan eksplisit; 
lemahnya 
pengawasan dan 
koordinasi 
pembangunan. 

Kesimpulan 
Implikasi ESG 

Risiko degradasi 
ekologis akibat 
tingginya 
kunjungan dan 
minimnya 
fasilitas. 

Risiko 
penurunan 
kualitas kawasan 
akibat tidak 
seimbangnya 
kapasitas 
lingkungan 
dengan 
pemanfaatan. 

Risiko konflik sosial dan 
degradasi habitat akibat 
pembangunan yang tidak 
terkontrol dan tanpa kajian 
lingkungan. 

Penerapan belum 
sistematis. Prinsip 
Environmental 
Sustainability belum 
menjadi indikator 
wajib, menimbulkan 
kerusakan ekologis 
dan konflik sosial-
lingkungan. 

Sumber: Hasil observasi, 2025 

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara 
agregat implementasi sub-aspek Lingkungan (E) 
ESG pada wisata religi Kebumen berada di 
tingkat implementasi kurang tepat. Meskipun 
pengelolaan Sampah dan Konservasi Air/Energi 
mendominasi kelemahan struktural, isu 
Perlindungan Kawasan Sakral atau Alami 
menjadi yang paling kritis karena melibatkan 
kegagalan koordinasi antar-lembaga dan risiko 
degradasi habitat permanen 

Temuan penelitian ini dapat dielaborasi 
menggunakan kerangka teori Environmental 
Sustainability dalam kajian pengelolaan 
pariwisata. Menurut Han (2021), pengelolaan 
destinasi yang berkelanjutan secara lingkungan 
mencakup pencegahan polusi, efisiensi sumber 
daya, pelestarian keanekaragaman hayati, serta 
perencanaan ruang yang berkelanjutan. Dalam 
teori tersebut, destinasi seharusnya tidak hanya 
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menjadi objek ekonomi, tetapi juga entitas 
ekologis yang harus dilindungi. 

Pada kajian wisata religi, nilai-nilai 
spiritual dapat diperkuat melalui praktik 
konservasi lingkungan. S. Wang et al. (2023) 
menyatakan bahwa keterhubungan spiritual 
dengan alam menjadi faktor penting dalam 
memperkuat ikatan emosional dan tanggung 
jawab ekologis pengunjung. Artinya, menjaga 
kebersihan dan kelestarian lingkungan di 
tempat suci bukan hanya soal estetika atau 
kenyamanan, tetapi juga bagian dari 
penghormatan terhadap nilai religius itu sendiri. 

Aspek spiritual dalam wisata religi justru 
dapat menjadi jembatan untuk memperkuat 
kesadaran lingkungan. Misalnya, kampanye 
untuk mengurangi sampah plastik dapat 
dikaitkan dengan nilai kesucian dan kebersihan 
dalam ajaran agama. Pemanfaatan air secara 
bijak dapat diasosiasikan dengan prinsip 
taharah (kesucian) dalam Islam, yang 
mengajarkan moderasi dalam penggunaan air 
meskipun berada di dekat sumber yang 
melimpah. Karena itu, pendekatan lingkungan 
dalam pengelolaan wisata religi harus 
memadukan prinsip teknis konservasi dengan 
nilai-nilai religius yang hidup di tengah 
masyarakat. Model ini sejalan dengan 
pendekatan Spiritual Ecosystem Services yang 
memandang bahwa lanskap alam dan situs 
sakral adalah satu kesatuan fungsi ekologis dan 
spiritual yang saling menopang (S. Wang & 
Blasco, 2022). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan 
Akamavi et al. (2023) yang meneliti dampak 
kunjungan wisatawan terhadap lingkungan 
industri. Mereka menemukan bahwa 
peningkatan jumlah pengunjung tanpa sistem 
pengelolaan lingkungan yang baik menyebabkan 
pencemaran dan kerusakan area sekitar makam 
wali. Penelitian tersebut menegaskan bahwa 
destinasi religi yang tidak didukung sistem 
kebersihan dan konservasi yang memadai dapat 
mengalami degradasi fungsi ekologis dan 
spiritual. Penelitian oleh Kaharuddin et al. 
(2020) menyimpulkan bahwa partisipasi 
masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan 
sekitar situs religi menjadi penentu keberhasilan 
program pariwisata berbasis komunitas. Mereka 
menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan 
hanya dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan 
dalam proses perencanaan, pemantauan, dan 
edukasi lingkungan. Penelitian dari Nofriya & 

Fadhly (2021) juga mendukung pentingnya 
indikator lingkungan dalam evaluasi destinasi 
berkelanjutan. Mereka mengembangkan 
kerangka indikator lingkungan yang meliputi 
efisiensi energi, pengelolaan air, pengurangan 
limbah, dan pelestarian ekosistem sebagai 
bagian dari ESG framework untuk pariwisata. 
Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-
prinsip lingkungan tidak hanya berlaku untuk 
destinasi alam atau wisata ekowisata, tetapi juga 
harus diterapkan pada destinasi berbasis 
budaya dan spiritual. Temuan lain yang 
mendukung adalah penelitian Bae (2022) yang 
menunjukkan bahwa destinasi pariwisata yang 
mengintegrasikan prinsip ESG secara konsisten, 
termasuk aspek lingkungan, cenderung memiliki 
daya tarik yang lebih berkelanjutan, reputasi 
yang lebih baik, dan risiko sosial-lingkungan 
yang lebih rendah. Penelitian ini memberi 
landasan kuat bahwa praktik lingkungan yang 
baik bukan hanya kewajiban moral dan legal, 
tetapi juga investasi reputasi jangka panjang 
bagi destinasi. 

Berdasarkan temuan dan hasil riset di 
atas, implementasi aspek lingkungan dalam 
destinasi wisata religi di Kebumen masih 
menghadapi tantangan struktural dan kultural. 
Tantangan struktural terlihat dari minimnya 
regulasi lingkungan spesifik dalam kebijakan 
pariwisata, keterbatasan fasilitas teknis, dan 
lemahnya kapasitas pengelolaan. Tantangan 
kultural mencakup rendahnya kesadaran 
kolektif terhadap pentingnya lingkungan 
sebagai bagian dari kesucian tempat ibadah. 
Perlunya integrasi prinsip lingkungan ke dalam 
kebijakan pariwisata religi lokal melalui 
pembentukan indikator ESG berbasis komunitas. 
Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi 
khusus yang mengatur standar pengelolaan 
sampah, air, dan energi di destinasi religi. 
Edukasi kepada pengunjung melalui pendekatan 
keagamaan juga harus diperkuat, misalnya 
dengan menempatkan pesan-pesan agama yang 
mengajak menjaga kebersihan dan hemat energi 
di area publik. Pengelola tempat ibadah dan 
masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam 
perencanaan konservasi kawasan melalui 
program berbasis kearifan lokal dan teknologi 
sederhana seperti biopori, sumur resapan, dan 
sistem filtrasi air wudu. Program pelatihan dan 
pendampingan dari perguruan tinggi serta LSM 
lingkungan juga dapat menjadi katalisator 
perubahan perilaku. 
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Keterlibatan Sosial dan Pemberdayaan 
Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Wisata 
Religi di Kebumen  

Tingkat keterlibatan masyarakat lokal 
dalam pengelolaan destinasi wisata religi di 
Kebumen. Berdasarkan data hasil observasi dan 
wawancara di sejumlah titik wisata religi seperti 
Makam Ki Bagus Rangin di Karangsari, Kompleks 
Makam Kyai Abdurrahman di Mirit, dan Masjid 
Agung Kauman di Kebumen Kota, ditemukan 
bahwa keterlibatan masyarakat berlangsung 
secara tidak merata dalam berbagai aspek tata 
kelola. Berikut adalah grafik yang 
menggambarkan tingkat keterlibatan sosial dan 
ekonomi masyarakat dalam pengelolaan wisata 
religi di Kebumen. Data ini menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam 
kegiatan sosial keagamaan dan pelestarian 
budaya, tetapi masih rendah dalam aspek 
perencanaan, pelatihan, dan kepemilikan usaha 
pariwisata. 

 
Gambar 2. 

Tingkat Keterlibatan Sosial dan Ekonomi Mayarakat 
Sumber: Hasil observasi, 2025. 

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan 
bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap 
perencanaan program wisata masih rendah, 
hanya sekitar 35 persen warga yang mengaku 
pernah dilibatkan dalam forum musyawarah 
desa atau kegiatan rembug warga terkait 
pengembangan destinasi wisata. Sebagian besar 
warga mengetahui program wisata ketika 
implementasi sudah berlangsung. Dalam aspek 
ekonomi, hanya 28 persen warga yang memiliki 
usaha langsung terkait pariwisata seperti 
warung makan, penginapan, atau jasa 
transportasi lokal. Sebanyak 40 persen 
menyatakan telah memperoleh manfaat 
ekonomi secara langsung dari keberadaan 
wisata religi, baik melalui hasil dagangan, jasa 
parkir, maupun kegiatan pendukung lain. 
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial 
keagamaan yang mendukung wisata religi, 
seperti ziarah massal, tahlilan akbar, dan haul 

ulama, tergolong tinggi mencapai 65 persen. Hal 
ini menunjukkan adanya integrasi antara 
kegiatan keagamaan dan aktivitas sosial 
masyarakat. Dalam hal akses terhadap pelatihan 
atau penguatan kapasitas pariwisata, hanya 22 
persen warga yang pernah mengikuti pelatihan 
dari pemerintah daerah atau lembaga swadaya 
masyarakat. Ini menunjukkan bahwa proses 
pemberdayaan masih belum menyentuh 
mayoritas warga secara merata. Pada kegiatan 
pelestarian budaya lokal, seperti seni tradisi, 
upacara adat, dan narasi sejarah tokoh lokal, 
terdapat 55 persen responden yang menyatakan 
aktif mendukung atau terlibat dalam kegiatan 
tersebut. 

Temuan di atas memperlihatkan bahwa 
keberadaan destinasi wisata religi di Kebumen 
memang berdampak terhadap aktivitas sosial 
masyarakat, tetapi belum sepenuhnya 
berimplikasi kuat pada aspek pemberdayaan 
ekonomi dan tata kelola yang inklusif. Partisipasi 
tinggi dalam kegiatan sosial keagamaan 
menandakan bahwa wisata religi secara kultural 
telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat, 
tetapi pemanfaatan potensi ekonomi dan 
penataan berbasis masyarakat masih kurang 
optimal. 

Pelibatan dalam perencanaan yang hanya 
mencapai 35 persen menunjukkan bahwa 
masyarakat belum ditempatkan sebagai subjek 
utama dalam pengembangan wisata. Hal ini 
berpotensi memunculkan resistensi, konflik 
kepentingan, serta rendahnya rasa memiliki 
terhadap destinasi. Keterbatasan dalam akses 
pelatihan juga menyebabkan rendahnya kualitas 
pelayanan pariwisata yang diberikan 
masyarakat, serta memperbesar kesenjangan 
antar-warga yang sudah terlibat dan yang masih 
pasif. Tingginya partisipasi dalam kegiatan sosial 
keagamaan dan pelestarian budaya menjadi 
modal sosial yang sangat penting. Modal ini 
dapat menjadi titik masuk strategis untuk 
memperkuat pemberdayaan berbasis 
komunitas. Masyarakat dapat terdorong untuk 
lebih aktif dan mandiri dalam pengelolaan 
destinasi dengan mengintegrasikan kegiatan 
religius dan budaya dengan aktivitas ekonomi 
yang terorganisir. 

Temuan ini dapat dijelaskan dengan 
menggunakan pendekatan Community-Based 
Tourism (CBT) dan Teori Social Capital. Teori 
CBT menekankan bahwa keberhasilan 
pariwisata sangat bergantung pada partisipasi 
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aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, 
implementasi, hingga evaluasi kegiatan 
pariwisata (Wani et al., 2024). Dalam kerangka 
ini, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, 
tetapi juga menjadi pengambil keputusan. Teori 
ini selaras dengan dimensi sosial dalam 
kerangka ESG yang mencakup inklusi sosial, 
keadilan distribusi manfaat, pelibatan 
komunitas, dan pelestarian nilai-nilai budaya. 
Aspek sosial menjadi pondasi keberlanjutan 
karena menyentuh struktur relasi dan distribusi 
kekuasaan di tingkat lokal (Baig et al., 2024). 

Teori Social Capital menggarisbawahi 
pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan 
norma yang menopang kerja sama dalam 
masyarakat (Zmyślony et al., 2020). Tingginya 
partisipasi masyarakat Kebumen dalam kegiatan 
keagamaan dan budaya menunjukkan adanya 
bonding social capital yang kuat, tetapi 
rendahnya pelibatan dalam pengambilan 
keputusan menandakan lemahnya bridging atau 
linking capital, yaitu koneksi masyarakat ke 
pemerintah dan lembaga lain yang berwenang. 
Pengembangan wisata religi di Kebumen perlu 
diarahkan pada model pariwisata berbasis 
komunitas yang transformatif, yaitu model yang 
tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai 
pelengkap, tetapi sebagai pusat penggerak 
utama destinasi dengan cara menggabungkan 
dua kerangka tersebut. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian 
Erida et al. (2022) yang menemukan bahwa 
keberhasilan wisata religi berbasis masyarakat 
sangat tergantung pada keterlibatan komunitas 
dalam proses perencanaan dan pengelolaan. 
Ketika masyarakat hanya dijadikan objek, 
resistensi dan ketimpangan manfaat menjadi isu 
utama yang menghambat keberlanjutan. 
Adinugraha et al. (2020) menegaskan bahwa 
pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan 
wisata religi memperkuat identitas budaya dan 
meningkatkan penghasilan rumah tangga, tetapi 
harus dilakukan melalui pelatihan dan 
penguatan kapasitas agar tidak terjadi dominasi 
oleh pihak luar. Hidayanti & Fitrianto (2022) 
dalam penelitiannya juga menjelaskan 
pentingnya pelestarian narasi tokoh lokal dan 
budaya spiritual sebagai bagian dari daya tarik 
wisata religi. Ia menunjukkan bahwa ketika 
masyarakat dilibatkan dalam pelestarian nilai, 
mereka menjadi lebih memiliki dan menjaga 
kawasan wisata dari degradasi moral dan 
komersialisasi berlebihan. Lebih lanjut, Bae 

(2022) memperluas pemahaman tentang 
dimensi sosial ESG dalam pariwisata, termasuk 
pentingnya indikator partisipasi, keadilan 
ekonomi, perlindungan hak komunitas, serta 
pelatihan sebagai bentuk investasi sosial. 
Penelitian mereka mendukung argumen bahwa 
dimensi sosial tidak dapat diabaikan dalam 
menilai keberlanjutan destinasi wisata, 
termasuk wisata religi. 

Keberadaan wisata religi di Kebumen 
membawa peluang besar dalam memperkuat 
struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal, 
tetapi hal ini memerlukan strategi kebijakan 
yang lebih inklusif dan terarah. Pemerintah 
daerah dan pengelola wisata perlu menyusun 
roadmap pemberdayaan masyarakat yang 
mencakup pelatihan rutin, mekanisme 
partisipasi perencanaan terbuka, dan kemitraan 
strategis antara komunitas dengan pelaku usaha. 
Pelestarian nilai budaya dan narasi sejarah 
tokoh-tokoh lokal perlu digarap secara serius 
melalui media digital, event tahunan, dan 
program edukatif lintas usia. Sinergi antara 
tokoh agama, budayawan, pemuda, dan pelaku 
ekonomi akan menjadi kekuatan utama dalam 
mewujudkan pariwisata religi yang berdaya, 
bermakna, dan berkelanjutan secara sosial. 

Praktik Tata Kelola (Governance) dalam 
Manajemen Destinasi Wisata Religi  

Dinamika tata kelola destinasi wisata religi 
di Kebumen dengan menelaah enam dimensi 
utama antara lain keterlibatan lintas sektor, 
transparansi informasi, koordinasi antar-
pemangku kepentingan, internalisasi nilai-nilai 
religius, peran lembaga adat/keagamaan, dan 
mekanisme evaluasi serta pengawasan. Berikut 
adalah grafik yang menunjukkan efektivitas 
aspek tata kelola (Governance) dalam 
pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen.  

 
Gambar 3. 

Efektivitas Tata Kelola Destinasi Wisata Religi 
Sumber: Hasil observasi, 2025. 
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Gambar 3 memperlihatkan bahwa 
penerapan nilai-nilai religius dan peran lembaga 
adat/keagamaan mendapat skor efektivitas 
tertinggi, sementara evaluasi dan pengawasan 
kinerja destinasi menjadi aspek yang paling 
lemah. Penerapan nilai-nilai religius dalam tata 
kelola menjadi aspek yang paling menonjol 
dengan tingkat efektivitas mencapai 70 persen. 
Hal ini tercermin dari penggunaan nilai 
kejujuran, gotong royong, dan amanah sebagai 
dasar pengambilan keputusan dalam forum 
desa, serta dalam penyusunan kegiatan 
keagamaan tahunan. Nilai religius juga 
mendorong penguatan rasa tanggung jawab 
kolektif dalam menjaga kesucian dan kelestarian 
destinasi. Peran lembaga adat dan keagamaan 
menempati urutan kedua dengan skor 
efektivitas 65 persen. Lembaga ini umumnya 
menjadi inisiator kegiatan religi dan penjaga 
narasi sejarah tokoh lokal. Meskipun tidak 
seluruhnya memiliki struktur formal, lembaga-
lembaga ini memainkan peran penting dalam 
mediasi konflik sosial dan pengawasan moral 
dalam aktivitas pariwisata. Koordinasi antar-
pemangku kepentingan mencatat efektivitas 50 
persen. Temuan lapangan menunjukkan bahwa 
koordinasi berjalan cukup baik di tingkat desa 
antara tokoh agama, perangkat desa, dan 
pengelola tempat ibadah, tetapi koordinasi 
dengan Dinas Pariwisata dan sektor swasta 
masih sporadis dan belum berbasis rencana 
kerja terpadu. Keterlibatan lintas sektor seperti 
pelibatan BUMDes, koperasi, dan UMKM baru 
berada pada tingkat efektivitas 45 persen. 
Banyak inisiatif ekonomi lokal yang berjalan 
secara individual tanpa koneksi ke jaringan 
kelembagaan pariwisata kabupaten. 
Transparansi dan akses informasi masih rendah, 
dengan tingkat efektivitas hanya 38 persen. 
Masyarakat umumnya tidak mengetahui secara 
rinci rencana anggaran pariwisata, perjanjian 
kerja sama dengan pihak ketiga, atau laporan 
pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini 
diperparah oleh minimnya dokumentasi digital 
dan keterbatasan literasi informasi warga. Yang 
paling lemah adalah aspek evaluasi dan 
pengawasan, hanya 30 persen. Tidak ditemukan 
mekanisme penilaian kinerja secara periodik 
terhadap pengelolaan destinasi, baik dari sisi 
fasilitas, pengunjung, maupun kualitas layanan. 
Evaluasi lebih sering bersifat informal dan tidak 
terdokumentasi. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa 
tata kelola destinasi wisata religi di Kebumen 
lebih banyak ditopang oleh kekuatan nilai dan 
struktur sosial lokal ketimbang sistem 
administrasi formal atau perangkat kebijakan 
pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan nilai-
nilai religius dan peran lembaga adat 
membuktikan bahwa Governance di tingkat akar 
rumput masih hidup melalui mekanisme sosial 
berbasis kepercayaan dan nilai-nilai agama. 
Efektivitas tata kelola yang tinggi dalam aspek 
normatif tidak dibarengi oleh efektivitas dalam 
aspek struktural dan manajerial. Rendahnya 
transparansi, lemahnya koordinasi formal, dan 
tidak adanya mekanisme evaluasi yang 
sistematis menjadi indikator adanya 
kesenjangan antara nilai dan sistem. Kurangnya 
partisipasi lintas sektor dan rendahnya akses 
informasi juga menunjukkan bahwa proses tata 
kelola masih cenderung elitis dan tidak 
sepenuhnya inklusif. Masyarakat hanya 
mengetahui sebagian kecil dari proses 
perencanaan dan pengambilan keputusan, yang 
berisiko menciptakan alienasi sosial serta 
rendahnya rasa memiliki terhadap 
pengembangan pariwisata. Kelemahan dalam 
sistem evaluasi menyebabkan stagnasi kualitas 
layanan. Tanpa data dan sistem pemantauan, 
sangat sulit untuk mengetahui keberhasilan 
program, memetakan kekurangan, dan 
merumuskan strategi perbaikan secara 
berkelanjutan. Akibatnya, wisata religi 
cenderung berkembang secara alami tanpa arah 
pengembangan yang terukur dan 
terdokumentasi. 

Kerangka teoretis dari Good Governance in 
Tourism seperti yang dikembangkan oleh Topcu 
et al. (2023) memberikan indikator kunci dalam 
tata kelola destinasi, yaitu transparansi, 
akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, 
inklusivitas, dan efektivitas pengambilan 
keputusan. Teori ini menekankan pentingnya 
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan 
sektor swasta dalam membangun destinasi yang 
berkelanjutan. Nilai-nilai spiritual dan norma 
lokal memiliki potensi sebagai penguat prinsip 
tata kelola partisipatif pada pariwisata religi. Hal 
ini sejalan dengan konsep Religious Governance 
yang dikembangkan oleh Sururi (2020), yang 
menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti 
syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), 
dan ‘adl (keadilan) dapat diintegrasikan ke 
dalam tata kelola publik. Keberhasilan 
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penerapan nilai religius harus didukung oleh 
sistem kelembagaan yang fungsional. Jika tidak, 
kekuatan nilai tersebut hanya akan menjadi 
modal sosial tanpa kemampuan implementasi 
kebijakan. Dalam hal ini, Governance harus 
dipahami sebagai kombinasi antara nilai, sistem, 
struktur, dan mekanisme evaluatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Murtayadi 
et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola 
destinasi wisata religi yang berhasil selalu 
melibatkan koordinasi antar-institusi 
keagamaan dan pemerintah daerah, serta 
mekanisme evaluasi yang bersifat kolektif. 
Mereka menekankan pentingnya “tripartit 
model” antara negara, komunitas, dan pasar 
sebagai prasyarat tata kelola yang efektif. 
Penelitian dari M. K. Hassan et al. (2023) 
memperkuat bahwa transparansi dan 
akuntabilitas merupakan dua indikator ESG yang 
krusial untuk memastikan distribusi manfaat 
yang adil dan pencegahan konflik dalam 
destinasi wisata. Mereka menunjukkan bahwa 
pengabaian terhadap dua prinsip tersebut 
seringkali menjadi penyebab utama rusaknya 
reputasi destinasi dan munculnya 
ketidakpuasan masyarakat lokal.  Slamet et al. 
(2022) menemukan bahwa nilai religius yang 
kuat belum tentu menjamin sistem tata kelola 
yang baik jika tidak ada perangkat kebijakan 
yang mendukung. Mereka merekomendasikan 
adanya pelatihan manajemen bagi tokoh agama 
dan komunitas lokal untuk meningkatkan 
kapasitas tata kelola. Demikian pula, hasil 
penelitian Seyfi & Hall (2019) menyatakan 
bahwa Governance tidak cukup hanya 
berdasarkan niat baik atau nilai tradisional, 
tetapi memerlukan prosedur tertulis, pembagian 
peran, indikator kinerja, dan sistem pelaporan 
publik. 

Pemerintah daerah, khususnya Dinas 
Pariwisata Kebumen, perlu membentuk sistem 

tata kelola destinasi religi yang berbasis multi-
stakeholder Governance. Sistem ini harus 
mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan 
perangkat manajemen modern seperti sistem 
pelaporan transparan, forum musyawarah 
terbuka, dan platform digital partisipatif. Perlu 
disusun dokumen tata kelola destinasi wisata 
religi yang berisi pembagian peran, SOP kerja, 
dan indikator evaluasi yang bisa digunakan 
bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. 
Evaluasi kinerja destinasi sebaiknya dilakukan 
secara rutin dan terbuka, melibatkan tokoh 
masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pihak 
pemerintah. Penguatan kapasitas tokoh agama 
dalam hal manajemen, teknologi informasi, dan 
tata kelola publik menjadi krusial agar mereka 
tidak hanya menjadi simbol moral, tetapi juga 
pemimpin strategis dalam pengembangan 
destinasi. Akhirnya, praktik Governance yang 
diterapkan tidak hanya religius secara nilai, 
tetapi juga profesional secara sistem. Ini akan 
menjadikan destinasi wisata religi di Kebumen 
sebagai model integratif antara spiritualitas dan 
tata kelola modern. 

Integrasi Nilai ESG sebagai Strategi 
Keberlanjutan Destinasi Wisata Religi 

Penelitian ini telah menghasilkan 
sejumlah temuan penting terkait integrasi nilai-
nilai Environment, Social, and Governance (ESG) 
dalam kerangka keberlanjutan destinasi wisata 
religi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 
Observasi lapangan, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi yang dilakukan pada beberapa 
situs religi seperti Makam Ki Mangunwijaya, Goa 
Jatijajar yang bernuansa spiritual, serta sentra 
UMKM bernuansa religius menunjukkan bahwa 
integrasi ESG masih bersifat parsial dan belum 
membentuk kerangka strategis yang utuh. 

 

Tabel  3. 
Integrasi ESG pada Destinasi Wisata Religi di Kebumen 

Aspek 
Lokasi Spesifik: Temuan Riset dan 

Interpretasi 
Kesimpulan Agregat (Tingkat Kabupaten) 

Lingkungan 
(E) 

Goa Jatijajar (Spiritual Nuance): Sistem 

pengelolaan limbah dan konservasi air belum 

optimal. 

Situs Ziarah Lain (Misalnya Makam): Masih 
terdapat praktik pembakaran sampah terbuka 
di beberapa area sekitar situs. 

Aspek paling terabaikan. Pengelolaan 
lingkungan bersifat reaktif dan tidak 
terstruktur. Belum ada penerapan prinsip 
konservasi lingkungan yang menyeluruh, 
menimbulkan risiko degradasi ekosistem, 
terutama di situs alami (gua, sumber air), dan 
merusak pengalaman spiritual pengunjung. 
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Sosial (S) Sentra UMKM Religius: Keterlibatan masyarakat 

lokal cukup tinggi, terutama dalam aspek 

pelayanan, kuliner halal, dan pengelolaan 

homestay.  

Destinasi Umum (Makam, Goa): Fasilitas 
aksesibilitas untuk kelompok rentan 
(disabilitas) terbatas, sehingga aspek 
inklusivitas sosial belum terpenuhi dengan baik. 

Berkembang parsial. Dinamika positif 
didukung oleh pelibatan masyarakat lokal 
sebagai pelaku ekonomi, memanfaatkan aset 
sosial kuat (tokoh agama). Namun, 
inklusivitas sosial rendah karena minimnya 
infrastruktur ramah disabilitas, literasi 
digital, dan pelatihan berkelanjutan. 

Tata Kelola 
(G) 

Umum (Semua Lokasi): Koordinasi antara 

pemerintah daerah (Dinas Pariwisata), 

pengelola wisata, dan komunitas keagamaan 

masih terfragmentasi.  

Dokumen: Tidak terdapat dokumen 
perencanaan strategis jangka panjang yang 
secara eksplisit mengintegrasikan ketiga nilai 
ESG. 

Kelemahan sentral. Sinergi formal antara 
pemangku kepentingan tidak ada 
(fragmentasi koordinasi). Pelaksanaan 
program keberlanjutan bersifat sektoral dan 
jangka pendek. Kegagalan utama adalah tidak 
adanya roadmap atau kebijakan formal ESG 
yang relevan, menjadikan implementasi nilai 
ESG tidak menjadi bagian dari visi 
pembangunan daerah. 

Sumber: Hasil observasi, 2025. 

Tabel 3 mengindikasikan bahwa integrasi 
ESG pada destinasi wisata religi Kebumen belum 
berlangsung secara menyeluruh dan sistematis. 
Aspek lingkungan merupakan dimensi yang 
paling terabaikan, padahal keberlanjutan 
ekosistem sangat penting dalam menunjang 
kenyamanan dan kelestarian destinasi wisata. 
Pengelolaan lingkungan yang lemah berpotensi 
mengganggu pengalaman spiritual pengunjung 
serta merusak ekosistem lokal, terutama yang 
berkaitan dengan situs alami seperti gua dan 
sumber air. Aspek sosial menunjukkan dinamika 
positif melalui pelibatan masyarakat lokal, tetapi 
inklusivitas sosial belum sepenuhnya tercapai. 
Keterlibatan tokoh agama dan komunitas lokal 
merupakan aset sosial yang kuat, tetapi masih 
terdapat tantangan dalam penyediaan 
infrastruktur ramah disabilitas, literasi digital, 
dan pelatihan berkelanjutan untuk pelaku 
wisata lokal. Dimensi tata kelola menjadi 
persoalan sentral dalam pembentukan kerangka 
keberlanjutan destinasi. Tidak adanya sinergi 
formal antara pemerintah, pengelola, dan 
komunitas keagamaan menjadikan pelaksanaan 
program keberlanjutan bersifat sektoral dan 
jangka pendek. Kurangnya dokumen rencana 
aksi ESG atau kebijakan turunan yang relevan 
menyebabkan integrasi nilai ESG tidak menjadi 
bagian dari visi pembangunan pariwisata 
daerah. 

Menurut kerangka Teori Pembangunan 
Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism 
Development), keberlanjutan suatu destinasi 
harus mencakup tiga pilar utama yaitu 

keberlanjutan ekologis, sosial-budaya, dan 
ekonomi yang dikelola dalam tata kelola yang 
baik (UNWTO, 2023a). Penelitian ini 
menunjukkan bahwa integrasi ESG di Kebumen 
masih cenderung memenuhi aspek sosial secara 
parsial, tetapi belum menjangkau keberlanjutan 
ekologis dan tata kelola secara komprehensif. 
Teori ini menekankan pentingnya stakeholder 
engagement, kapasitas kelembagaan, dan 
community-based tourism sebagai landasan 
penguatan strategi keberlanjutan. Dalam riset di 
Kebumen, meskipun terdapat pelibatan 
masyarakat, tetapi kelembagaan destinasi belum 
cukup kuat. Tanpa mekanisme koordinasi dan 
evaluasi berbasis ESG, pembangunan destinasi 
akan tetap bersifat sporadis dan tidak menjamin 
keberlanjutan jangka panjang. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Kurnianingtyas & Koko Andika 
Pratama (2024) yang menunjukkan bahwa 
pengabaian terhadap aspek lingkungan dan 
lemahnya tata kelola menyebabkan penurunan 
kualitas kunjungan wisata spiritual. Penelitian 
dari Kwon & Shin (2022) menyatakan bahwa 
tata kelola destinasi yang tidak berbasis nilai 
ESG berisiko mempercepat degradasi sosial dan 
budaya lokal. Penelitian oleh C. P. Lin (2021) 
menemukan bahwa sinergi antara pemangku 
kepentingan menjadi kunci keberhasilan 
integrasi ESG. Keberadaan forum multi-aktor 
serta penyusunan roadmap ESG-based tourism 
strategy terbukti mampu meningkatkan kualitas 
destinasi sekaligus pelestarian nilai-nilai 
religius. Laporan UNWTO (2023) menekankan 
bahwa destinasi religi memiliki potensi sebagai 
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model pariwisata berkelanjutan jika dikelola 
dengan memperhatikan keseimbangan antara 
konservasi lingkungan, pemberdayaan sosial, 
dan tata kelola yang inklusif. Oleh karena itu, 
Kebumen sebagai wilayah dengan potensi besar 
di sektor wisata religi perlu merancang kerangka 
ESG yang disesuaikan dengan karakter lokalitas 
dan keagamaan masyarakat. 

Berdasarkan analisis temuan, terdapat 
beberapa tantangan utama dalam proses 
integrasi nilai ESG di destinasi wisata religi 
Kebumen. Pertama, belum adanya indikator ESG 
yang terstandardisasi untuk mengukur capaian 
keberlanjutan di sektor pariwisata. Kedua, masih 
rendahnya kapasitas sumber daya manusia 
dalam hal pemahaman ESG, terutama pada 
aspek lingkungan dan tata kelola. Ketiga, 
lemahnya koordinasi lintas sektor antara 
pemerintah, pelaku wisata, komunitas 
keagamaan, dan akademisi. 

Pemerintah daerah bersama Dinas 
Pariwisata dapat menyusun guideline ESG untuk 
destinasi wisata berbasis religius, yang 
mencakup indikator-indikator keberlanjutan, 
SOP pengelolaan, dan mekanisme evaluasi 
berkala. Pendidikan dan pelatihan ESG perlu 
dilakukan secara intensif bagi para pengelola, 
masyarakat lokal, dan pelaku UMKM. Di samping 
itu, forum sinergi antara stakeholder perlu 
dibentuk untuk merumuskan dan memantau 
strategi keberlanjutan berbasis ESG secara 
kolektif dan berkelanjutan. Inovasi teknologi 
juga dapat dioptimalkan dalam mendukung 
penerapan ESG. Misalnya, penggunaan aplikasi 
pelaporan keberlanjutan, pemetaan digital 
kawasan sensitif lingkungan, serta pemasaran 
destinasi berbasis nilai-nilai keberlanjutan dan 
spiritualitas. Pendekatan ini dapat memperkuat 
daya saing destinasi dan meningkatkan 
kepuasan wisatawan yang kini semakin 
memperhatikan aspek keberlanjutan dalam 
perjalanan mereka (Peeters et al., 2024). 

Integrasi nilai-nilai ESG dalam 
pengembangan destinasi wisata religi di 
Kebumen masih menghadapi berbagai 
tantangan struktural dan kultural. Aspek sosial 
merupakan dimensi yang paling berkembang, 
sementara aspek lingkungan dan tata kelola 
masih perlu pembenahan mendalam. Temuan ini 
menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi 
religi tidak hanya bergantung pada kekuatan 
spiritual dan budaya lokal, melainkan juga pada 
kemampuan semua pihak dalam membangun 

sistem yang selaras dengan prinsip 
pembangunan pariwisata berkelanjutan. 
Destinasi wisata religi di Kebumen memiliki 
peluang besar untuk menjadi model pariwisata 
yang bukan hanya kompetitif secara ekonomi 
melalui penguatam integrasi ESG sebagai 
kerangka strategis, tetapi juga kontributif dalam 
menjaga keseimbangan sosial dan ekologi yang 
harmonis. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan prinsip ESG dalam keberlanjutan 
destinasi wisata religi di Kabupaten Kebumen 
masih berlangsung secara parsial dan belum 
terintegrasi dalam kerangka perencanaan 
strategis yang utuh. Aspek lingkungan 
merupakan elemen paling lemah, ditandai oleh 
rendahnya kualitas pengelolaan sampah, tidak 
optimalnya konservasi air dan energi, serta 
kurangnya kesadaran ekologis dalam 
pengelolaan kawasan sakral. Dalam dimensi 
sosial, keterlibatan masyarakat lokal sudah 
relatif kuat, terutama dalam kegiatan keagamaan 
dan pelestarian budaya, tetapi pemberdayaan 
ekonomi belum merata, dan akses terhadap 
pelatihan serta pelibatan dalam pengambilan 
keputusan masih terbatas. Aspek tata kelola 
menunjukkan dualitas antara kekuatan nilai-
nilai religius dan lemahnya sistem manajerial. 
Nilai kejujuran, amanah, dan gotong royong 
memang masih menjadi landasan sosial yang 
hidup dalam pengelolaan, tetapi tidak dibarengi 
oleh sistem koordinasi, transparansi, dan 
evaluasi yang terstruktur. Ketiga aspek ESG 
tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat 
tetapi belum saling menguatkan secara 
sistematik. Dengan menggunakan kerangka teori 
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan 
pendekatan Spiritual Ecosystem Services, dapat 
disimpulkan bahwa destinasi wisata religi di 
Kebumen memiliki modal sosial dan spiritual 
yang kuat, tetapi masih membutuhkan 
instrumen kebijakan, kelembagaan, dan inovasi 
teknis untuk menjamin keberlanjutan jangka 
panjangnya. Penelitian ini menjawab 
permasalahan utama bahwa belum adanya 
integrasi ESG menyebabkan pengelolaan 
destinasi berjalan sektoral, tidak efisien, dan 
rentan terhadap degradasi nilai-nilai religi, 
ekologi, dan sosial di Kabupaten Kebumen. Oleh 
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karena itu, integrasi ESG yang kontekstual, 
partisipatif, dan berbasis nilai lokal merupakan 
strategi yang mendesak untuk 
diimplementasikan di tingkat daerah, termasuk 
di Kabupaten Kebumen. 

Saran 

Pemerintah Kabupaten Kebumen, melalui 
Dinas Pariwisata dan Kebudaraan, harus segera 
mengalihkan paradigma pengelolaan destinasi 
dari reaktif menjadi kerangka strategis yang 
komprehensif dan terintegrasi ESG. Pihak 
berwenang perlu mewajibkan penerapan sistem 
pengelolaan sampah terpilah dari sumbernya 
dan mendirikan fasilitas daur ulang lokal di 
lokasi utama seperti Makam Syekh Maulana 
Malik Ibrahim untuk mengatasi aspek 
lingkungan yang masih menjadi elemen paling 
lemah, dengan melibatkan langsung UMKM 
lokaldalam rantai pengumpulan dan 
pengolahan. Upaya aktif untuk mencapai target 
konservasi air dan efisiensi energi menuntut 
pemasangan sistem low-flow pada fasilitas 
wudhu dan eksplorasi adopsi panel surya skala 
terbatas pada infrastruktur keagamaan utama, 
yang harus selaras dengan nilai-nilai spiritual 
seperti thaharah.  

Pada dimensi Sosial, guna meningkatkan 
inklusivitas dan pemberdayaan, Dinas 
Pariwisata wajib menyusun peta jalan 
Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) yang 
secara eksplisit menjamin bahwa masyarakat 
local, melebihi tingkat pelibatan saat ini yang 
hanya sekitar 35% menjadi subjek utama dalam 
perencanaan dan pengambilan keputusan 
program pariwisata baru. Hal ini melibatkan 
pembentukan dana bergulir khusus untuk 
pelatihan vokasi dan literasi digital di sektor jasa 
pariwisata, dengan memprioritaskan pemuda 
dan perempuan lokal untuk memastikan 
distribusi manfaat ekonomi yang merata. Yang 
krusial, alokasikan anggaran segera untuk 
memasang infrastruktur yang dapat diakses, 
seperti ramp dan fasilitas khusus, di situs-situs 
seperti Goa Jatijajar untuk memenuhi mandat 
inklusi sosial bagi kelompok rentan seperti 
penyandang disabilitas yang masih terbatas 
aksesibilitasnya.  

Terakhir, Pemerintah harus secara formal 
membentuk Forum Tata Kelola Multi-Pemangku 
Kepentingan di mana perwakilan komunitas 
agama, pemerintah daerah, sektor swasta, dan 
akademisi bersama-sama menyusun Dokumen 

Rencana Pengelolaan Destinasi (DMP) berbasis 
ESG yang transparan dan dapat diakses publik 
untuk memperkuat Tata Kelola (Governance). 
Rencana ini harus merinci peran, tanggung 
jawab, dan indikator kinerja yang jelas untuk 
ketiga pilar ESG, menggantikan sistem informal 
yang ada. Implementasi sistem pelaporan digital 
yang rutin untuk aktivitas keuangan dan metrik 
kinerja akan secara signifikan meningkatkan 
transparansi dan pengawasan yang saat ini 
paling lemah. Intervensi sistematis ini akan 
efektif menjembatani kesenjangan antara modal 
spiritual Kebumen yang kuat dengan praktik 
struktural yang diperlukan untuk keberlanjutan 
jangka panjang. 
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